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Praktik money politic adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan 

menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses kontestasi 

pilkades. Praktik money politic dari perspektif psikologi hukum memberikan pemahaman 

tentang bagaimana faktor-faktor psikologis seperti motivasi, dorongan dan persepsi 

mempengaruhi perilaku money politic dalam konteks hukum. 

Adapun fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1. Faktor apa yang 

menyebabkan terjadinya Praktik Money Politic dalam keterpilihan kepala Desa di Desa Sana 

Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 2. Bagaimana perspektif psikologi hukum 

tentang Praktik Money Politic dalam keterpilihan kepala desa di Desa Sana Laok Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang 

merupakan penelitian hukum nyata dan dapat diperoleh di Desa Sana Laok dengan pendekatan 

kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang 

bersumber dari calon kepala desa, tokoh masyarakat, pemuda desa dan panitia pemilihan kades. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya praktik money politic terhadap keterpilihan kepala desa seperti, 

ekonomi, persaingan, pengetahuan politik yang rendah, tingkat pendidikan, pengawasan dan 

penegakan hukum serta kesadaran pemilih. Kedua, adanya praktik money politic bisa diselidiki 

berdasarkan perspektif psikologi hukum dengan menggunakan pokok-pokok psikologi hukum 

yaitu segi psikologi terbentuknya norma atau kaidah hukum, kepatuhan atau ketaatan terhadap 

kaidah hukum, perilaku menyimpang dan psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan 

perilaku. 

 


